
Presiden Jokowi telah meresmikan penggunaan Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek untuk
publik dan melakukan uji coba publik Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). LRT dan KCJB
menambah moda transportasi yang dibiayai oleh APBN, semula hanya dilayani oleh lokomotif
diesel, Kereta Rel Listrik (KRL), dan MRT. Peresmian moda LRT dan KCJB menandai transformasi
moda transportasi publik kini berbasis rel, berenergi listrik, rendah polusi, dan berteknologi
maju. Transformasi tersebut merupakan upaya pemerintah dalam rangka mewujudkan
pembangunan berkelanjutan melalui transportasi massal perkotaan. Tujuannya untuk menekan
penggunaan kendaraan pribadi sehingga dapat berdampak pada penurunan tingkat
kemacetan, menekan pemakaian bahan bakar minyak (BBM), dan mengurangi tingkat polusi
udara di Jakarta dalam beberapa waktu terakhir yang sempat mencapai rata-rata 139 US AQI
menurut IQAir.

Keberhasilan transformasi transportasi massal berbasis rel membutuhkan dukungan
perubahan gaya hidup masyarakat yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
Dukungan masyarakat yang beralih ke transportasi massal akan terjadi saat transportasi publik
memberikan kemudahan, kenyamanan, keterjangkauan dan keamanan. Salah satunya melalui
adanya integrasi antarmoda transportasi publik yang dapat melayani masyarakat pengguna dari
tempat tinggal ke tujuan. Kualitas antarmoda transportasi tersebut seharusnya sama baik dan
mudah dengan kualitas layanan LRT atau MRT. Integrasi antarmoda membutuhkan dukungan
infrastruktur, manajemen lalu lintas di sekitar stasiun, dan kolaborasi dengan sejumlah
pengelola perumahan dalam menyediakan titik berangkat dan akses transportasi pengumpan
dari dan menuju stasiun kereta. Tantangan integrasi antarmoda terletak pada tata kelola
kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Kementerian Perhubungan (Kemenhub), PT KAI, dan
pemerintah daerah.

Selain membuat kebijakan, Kemenhub terlibat dalam perencanaan dan pembangunan
sejumlah infrastruktur stasiun dan rel. PT KAI bertanggung jawab mengoperasikan stasiun dan
layanan kereta. Sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab merencanakan dan
membangun infrastruktur penghubung, serta menyediakan sejumlah moda dari dan ke stasiun
menuju tujuan.

Integrasi antarmoda dengan layanan LRT dan KCJB memerlukan kerjasama di antara pemangku
kepentingan dalam membangun akses agar angkutan penumpang atau kendaraan pengantar
dapat menjangkau layanan stasiun dengan baik. Kegagalan dalam membangun integrasi
antarmoda akan menekan minat masyarakat beralih dari kendaraan pribadi, sehingga
menyebabkan rendahnya jumlah penumpang dari LRT, MRT dan KCJB. Untuk itu, diperlukan
dukungan transportasi pengumpan yang dapat menarik calon pengguna LRT di stasiun di
kawasan Bodetabek.20
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Pengoperasian LRT Jabodebek dan uji coba KCJB menandai transformasi moda
transportasi dengan teknologi maju dan lebih ramah lingkungan. Untuk itu,
dibutuhkan dukungan kebijakan pembangunan integrasi dengan moda
pengumpan. Rendahnya animo masyarakat menggunakan moda LRT disebabkan
oleh belum adanya integrasi antarmoda di sejumlah stasiun. Komisi V DPR RI
perlu memastikan bahwa infrastruktur pendukung LRT dan KCJB yang dibangun
oleh Kementerian PUPR dan Kemenhub terintegrasi dengan moda transportasi
lainnya. Komisi V DPR RI perlu mendorong Kemenhub, operator stasiun LRT, dan
pemerintah daerah untuk menyediakan akses moda pengumpan, memperbaiki
manajemen lalu lintas perjalanan moda pengumpan dari dan ke stasiun, serta
meningkatkan kualitas infrastruktur. Komisi V DPR RI dapat mendorong
pemerintah agar mensosialisasikan kemanfaatan moda transportasi baru dan
integrasi sistem bundling atas tarif KCJB dengan LRT Jabodebek. 
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